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a. bahwa urtu}.'..;muryantlin keselarasan potensi Pegawai Negert

Sipil ,,deng*n ''",', kebutuhan O"tt]"t"lggaraan tugas

pemer:'intaha4dzn "p9..q.rbangunan perlu disusun pola karir
'':":":': ' ' t' rr ';' : : r:irr:: r:r

Pegawai Neger!',SiPil i'.,'.., :

b. bahwa. beldasarkan p"tti*U.ngan sebagaimana dimaksud

huruf, 6; ,.prerhrr 'menetapkan Peraturan Bupati tentang

Pedoman.Polal{arirP.esaryaiNegeriSipildiLingkungan
Pemerintah,Kab,upaten Barito Selatan;

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tah]un 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) menjadi undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L959 Nomor

T2,TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor

L82o);

2.Undang-UndangNomor5Tahun2ol4tentangAparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2ol4Nomor6,TambahanLembaranNegaraRepublik
Indonesia Nomor 5a9fl;
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o, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun2Ot4Nomor244,TambahanLembaranNegara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

undang Nomor 2g Tahun 2ol4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol5

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang

Adrninistrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2o2l tentang

Disiplin fegawai ',Ne.geri Sipil (Lembaran Negara Republik

Ind.onesia Tahun 2O2l Nomor 2O2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6718\;

peratrrran Pemerintah , Nomor 11 Tahun 2ol7 tentang

Manajemen.PegawaiN.ggeriSipil(LembaranNegaraRepublik

Indonesia Tahun ::'2,O!7 Nomor 63, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah

f,r 17 Tahundiubah, d.engan Peraturan' Pemerintah Nomr

2O2O tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

11 Tahun 2ol7 tentang Manajemen Pegawai Negeri sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o2O Nomor

6s,TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesia
Nomor 6a771 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036\ sebagaiman

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2OLB Nomor 157\;

4.

5.

6.

7.
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Menetapkan

g. peratrrran Menteri pend,ayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2O2l tentang Pola

KarirPegawaiNegeriSipil(BeritaNegaraRepubliklndonesia

Tahun 2O2l Nomor 526\ ;

MEMUTUSI(AN :

PERATURANBUPATITENTANGPEDOMANPOLAKARIR
PEGAWAINEGERISIPILDILINGKUNGANPEMERINTAH
KABUPATEN BARITO SELATAN.

BAB I

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan'

2. pemerintahan Daerah ,adalah penyelenggaraan urusan

rtah Daerah dan Dewan Perwakilanpemerintahan oleh rPemerir

Rakyat Daerahlmenurut asas otonomi dan tugas pembantuan
,^^ ^:^+^* J^- -dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

h Indonesia sebagaimana dimaksudNegara Kesatua4,.,Rqpublil- ----

dalam undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.
unsur PenYelenggata3. Pemerintah Daerah adalah,Bupati sebagai

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom'

4. Bupati adalah Bupati Barito Selatan'

5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Barito Selatan'

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan

PerwakilanRakyatDaerahdalampenyelenggaraanUrusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah'

T.BadanKepegawaiandanPengembangansumberDayaManusia
yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Perangkat Daerah

yangmempunyaitugas,pokokdanfungsimelaksanakanurusan

pemerintahandibidangkepegawaiandilingkunganPemerintah

Kabupaten Barito Selatan'

g. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber Daya
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9.

Manusia yang selanjutnya disebut Kepala BKPSDM adalah

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Barito Selatan'

PejabatPembinaKepegawaianDaerahyangselanjutnyadisebut

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati'

PegawaiNegeriSipilyangselanjutnyadisingkatPNSadalah
pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito

Selatan.

AparaturSipiiNegarayangselanjutnyadisingkatASNadalah
profesibagiPegawaiNegeriSipildanPegawaiPemerintah
denganPerjanjianKerjayangbekerjapadainstansipemerintah.
pangkat adalah kedudukan yang menunjukan tingkat seseorang

PNSberdasarkanjabatannyadalamrangkaianSusunan
kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggaJlan'

Kariradalahpengembanganindividupegawaidalam
jenjang/pangkat yang dapat dicapai selama pengabdiannya

sebagai PNS ..'',,,,, 
, : l

pola karir PNS yang selanjutnya disebut Pola Katier adalah pola

pembinaan PNS yang menggambarkan alur pengembangan karier
. .t, t. .: . , i, .r.

yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan,

pangkat, pendidikan dan peiatihan jabatan, kompetensi, serta

masa jabatan seorang'PNS sejak pengangkatan pertama dalam

jabatan samPai dengan Pensiun'

10.

11.

12.

13.

t4.

15. Alur Pengembanga4 Karier yaJlg selanjutnya disebut alur karier

adalah lintasan perpindahan jabatan secara vertikal, horizontal

maupundiagonalyangdapatdilaluiPNSsejakpengangkatan
pertama dalam jabatan sampai dengan jabatan tertinggi.

76. Pengembangan karier ad'alah suatu upaya pemenuhan

kebutuhan tenaga PNS secara kualitatif sesuai dengan

persyaratan jabatan yang ditentukan untuk dapat

mengembangkan potensinya seoptimal mungkin mencapai karier

setinggi-tingginya di dalam organisasi'

lt..assessmenIcenT,eratauullKomoelenslaoalanSua.LIl-I]i:CSe::

:{CinDetenSl- DerGasarKan D1.1KfI-DllKtl unr'uK memoerolen
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menduduki suatu jabatan tertentu'

lg. pembinaan karier adalah pembinaan yang perlu dan harus

dilakukan agar karier PNS jelas dan dapat

dipertanggungjawabkan dengan cara menunjukkan keterkaitan

dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan formal,

pendidikandanpelatihanjabatandankompetensiserta
pengalamankerjaPNSsejakpengangkatanpertamadalam
jabatan samPai dengan Pensiun'

lg. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki

olehPNS,mencakuppengetahuan,kecakapandansikapperilaku

yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas jabatannya'

20. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS

1-^-i ^ np
pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawal

dan perilaku kerja.

2t. Kompetensi Manajerial.,adalah so/t competenca yar]tg mencakup

aspek pengetahuan, 'ketrampil"'', dan sikap sesuai tugas

dan/atau fungsi jabatan' :

22. Standar Kompetensi Manajerial merupakan persyaratan

kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki seorang PNS

d alam melaksanakq-qtugas iabatan'

23. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas,

tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu

satuan organisasi Negara' '

24. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan pimpinan tinggi

yang setara dengan jabatan eselon II'

2s. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi

fungsidantugasberkaitandenganpelayananpublikserta
administrasi pemerintahan dan pembangunan'

26. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memimpin

pelaksanaanseluruhkegiatanpelayanandanadministrasiyang

setara dengan jabatan eselon III'

27. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang mengendalikan

pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana

atau setara dengan jabatan eselon IV'

28. Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang melaksanakan kegiatan

pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta
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pembangunan yang dilakukan oleh pejabat setara jabatan eselon

V atau fungsional umum.

29. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi

dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang

berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

30. Eselon adalah tingkat jabatan struktural yang menunjukkan

tingkat kedudukan seseorang PNS dalam susunan organisasi'

31. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan

tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam

rangkamemimpinsuatusatuanorganisasiNegara.

32. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang

diperlukanolehsuatuorganisasirlegaraagarmampu
melaksanakan tugas pokok untuk jangka waktu tertentu'

33. Pengangkatan jabatan adalah penetapan dalam Jabatan

si, Jabatan Fungsional, atau Jabatan Pimpinan

34. Perpindahan jab?teA adalah perpindahan dari satu posisi

jabatan ke posisi,jabatan *t:,-baik di.dalam satu kelompok

maupun arttar: kelo*pok,r Jabatan Administrasi, Jabatan

Fungsional,atauJabatanPimpinanTinggiPratama.

35. Pejabat yang Berwenang"'adalah pejabat yang mempunyai

kewenangan melaksanakan proses pengangkatan' perpindahan'

dan pemberhentian Fegawai ASN sesuai dengan ketentuan

peraturan Perundang-undangan'

36. Penilaian prestasi kerja adalah suatu proses penilaian secara

sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran

kerja pegawai dan perilaku kerja PNS'

(1)

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin kepastian

arah pengembangan karier PNS di Daerah, mulai dari karier

terendah sampai karier tertinggi sesuai dengan kompetensi dan

prestasi yang dimiliki.

T\rjuan Peraturan Bupati ini adalah :

a. memberikan kejelasan dan kepastian karier kepada PNS;

b. menyelaraskan antara pengembangan karier PNS dan

(2)
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kebutuhan Pemerintah Daerah;

c. meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS;

d. mendorong peningkatan profesionalitas PNS; dan

e. menciptakan iklim kerja yang kondusif dan transpararl-

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi Jenis Jabatan,

Profil PNS, Standar Kompetensi dan Jalur Karir PNS'

Pasal 4

(1) Jenis Jabatan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari :

a. Jabatan PimPinan Tinggi;

c. Jabatan Fungsional.l,t,,

(2) Jabatan sebiag Ai* ud dalqm ayat (1) huruf a, adalah

Jabatan Pimpinarr& ggi Pr.a&ma.

(3) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pad,a ayat (1) huruf

b. adalah:

a. Jaba!1AdrainigtratoC

b. Jabatan Pengawas; dan

c. Jabatan Pelaksana.

(4) Jabatan Fungsional.sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

adalah: .

a. Jabatan Fungsional Keahlian; dan

b. JabatanFungsionalKeterampilan'

Pasal 5

pola Karir PNS disusun mengacu pada profil pegawai berupa :

a. data personal;

b. kualifikasi Pendidikan;

c. rekamjejakjabatan;

d. kompetensi;

e. riwayat pengembangan;

f. riwayat hasil penilaian kinerja;
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g. pendidikan dan Pelatihan;

h. usia; dan

i. informasi kepegawaian lainnya'

Pasal 6

(1) Selain Profil Pegawai, Pola Karir disusun berdasarkan standar

KomPetensi Pegawai.

(21 Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. nama jabatan;

b. uraian jabatan;

c. kode jabatan;

d. pangkat/kelasjabatan;

e. komPetensi teknis;

f. komPetensi manajerial;

g. kompetensi sosial'h'lt11ra1; -dan

h. ukuran kit .4a;1,qata",

(3) Persyaratann"try"Uatan ee.iabat Tinggi Pratama, yaitu :

a. berstatus PN& .. "

b. tingkat'pendidi'Ea4 pllrendah Sarjana (S.1) atau Diploma

IV (D'I\f}; 
"r'r:''r1"'11r'' 

:"1

c. memiliki integritai dan moral baik;

d. memiliki,:,pengalaman' Jabatan dalam bidang tugas terkait

dengan Jab4t4q.'yang akan diduduki secara kumulatif paling

kurang selama 5 (lima) tahun;

e. sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau

JabatanFungsionaljenjangAhliMadyapalingsingkat2
(dua) tahun;

f. memiliki Pangkat / Golongan Ruang serendah-rendahnya

Pembina (IV/a);

g.telahmengikutid.anlulusPendidikandanPela.tihan
Struktural yang setara untuk Jabatan Adminsitrator (Diklat

Pimpinan Tingkat III) atau sertifikasi Jabatan Fungsional

Yang setara jenjang Ahli MadYa;

h. semua unsur Penilaian Kinerja dan sasaran Kinerja Pegawai

sekurang-kurannya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun;
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i. memiliki Kompetensi Jabatan yang diperlukan;

j. sehat jasmani dan rohani; dan

k. persyaratan lain yang diperiukan'

(4) Persyaratan untuk Jabatan Administrasi, yaitu :

a. Jabatan Administrator setara dengan Jabatan Struktural

Eselon llllA, Yakni :

1) berstatus PNS;

2) tingkat pendidikan paling rendah Sarjana (S'1) atau

DiPloma IV (D'IV);

3) memiliki integritas dan moral yang baik;

4|bagipemangkuJabatanAdministratorsetaraJabatan
struktural Eselon IIIIB memiliki pengalaman pada

jabatan paling kurang selama Z 
!aua) 

tahun;

5) bagi pemangku Jabatan Administrator setara Jabatan

Struktural Eselon IIIIB diutamakan paling sedikit

pernah mendud& 2 (dua) Jabatan Administrator setara

rng berbeda;Jabatan Struktural:Eselon III/B yr

6) bagi pemangku Jabatan Fungsional paling rendah

memilikiPangkat.PembinaGolonganRuangIrYladengan

masakerj-aGolonganpalingkurangselama2(dua)
tahun dan sesuai dengan bidang tugas;

7) penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik

dalam 2 (dua) tahun terakhir;

8) bagi pemangku Jabatan Administrator setara Jabatan

ral Eselon III/B diutamakan telah mengikuti dan

lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat

III atau setara;

9) memiliki Kompetensi Jabatan yang diperlukan;

10) sehat jasmasi dan rohani; dan

11) persyaratan lain yang diperlukan'

b. Jabatan Administrator setara dengan Jabatan Struktural

Eselon llllB, Yaitu:

1) berstatus PNS;

2l tingkat pendidikan paling rendah Sarjana (S'1) atau

DiPloma IV (D.IV);

3) memiliki integritas dan moral yang baik;
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C.

4) bagr pemangku Jabatan Pengawas setara Jabatan

struktural Eselon IV/A memiliki pengalaman pada

jabatan paling kurang selama 3 (tiga) tahun;

5) bagi pemangku Jabatan Pengawas setara Jabatan

struktural Eselon IV/A diutamakan paling sedikit

pernah menduduki 2 (dua) Jabatan Pengawas setara

Jabatan Struktural Eselon lV lAyarrg berbeda;

6l bagi pemangku Jabatan Fungsional paling rendah

memiliki Pangkat Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d

dengan masa kerja Golongan paling kurang selama 2

(dua) tahun dan sesuai dengan bidang tugas;

7\ penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik

dalam 2 (dua) tahun terakhir;

s) bagi pemangku Jabatan Pengawas setara Jabatan

Struktural Eselon IV/A telah mengikuti dan 1ulus

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV

atau setara;

9) memiliki Komoetensi Jabatan yang diperlukan;

10) sehat jasmasi dan'rohani; dan

11) persyara[qqr lain yang diperlukan'

Persyaratan untuk Jabatan Pengawas setara dengan Jabatan

Struktural Eselon IV lA, Yaitu :

1) berstatrrs PNS; '

2) tingkat peadidikan paling rendah Diploma III (D.III);

3) memiliki integritas dan moral yang baik;

4) bagi pemangku Jabatan Pengawas setara Jabatan

Struktural Eselon IV/B atau Pelaksana setara Jabatan

struktural Eselon V/A memiliki pengalaman pada

Jabatan paling kurang 2 (dua) tahun;

5) bagi pemangku Jabatan Pelaksana setara Fungsional

umum memiliki Pangkat paling rendah Penata Muda

Tingkat I Golongan Ruang llllb dengan masa kerja

Golongan paling kurang selama 2 (dua) tahun;

6) bagi pemangku Jabatan Fungsional paling rendah

memiliki Pangkat Penata Golongan Ruang III/c dengan

masa kerja Golongan paling kurang selama 2 (dua)



11-

d.

tahun dan sesuai dengan bidang tugas;

7\ memiliki pengalaman dalam Jabatan Pelaksana paling

singkat 4 (empat) tahun atau Jabatan Fungsional yang

setingkat dengan Jabatan Pelaksana ssuai dengan

bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;

8) penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik

dalam 2 (dua) tahun terakhir;

9) memiliki Kompetensi Jabatan yang diperlukan;

10) sehat jasmani dan rohani; dan

11) persyaratan lain yang diperlukan.

Persyaratan untuk Jabatan Pengawas setara dengan Jabatan

Struktural F'selon IV lB, yaitu:

1) berstatus PNS;

2l tingkat pendidikan diutamakan paling rendah Diploma

III (D.IIf ;

3) memiliki integritas dan moral yang baik;

4l bagi pemangku Jabatan Pelaksana setara Jabatan

StrukturalEselon IV/A memiliki pengalaman pada

Jabatan paling kurang 2 (dua) tahun;
lTlr5) bagi per,nangkrr Jabatan Pelaksana setara Fungsional

Umum paling iendah memiliki Pangkat Penata Muda

Tingkat I Golongan Ruang IIIIb dengan masa kerja

Golongan paling kurang selama 2 (dua) tahun;

6) bagr pemangku Jabatan Fungsonal paling rendah

memiliki Pangkat Penata Muda Tingkat I Golongan

Ruang IIIIb dengan masa kerja Golongan paling kurang

selama 2 (dua) tahun dan sesuai dengan bidang tugas;

7) memiliki pengalaman dalam Jabatan Pelaksana paling

singkat 4 (empat) tahun atau Jabatan Fungsional yang

setingkat dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan

bidang tugas jabatan yang akan diduduki;

8) penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik

dalam 2 (dua) tahun terakhir;

9) memiliki Kompetensi Jabatan yang diperlukan;

10) sehatjasmani dan rohani; dan

11) persyaratan lain yang diperlukan.



-t2-

(5) Persyaratan untuk Jabatan Fungsional, yaitu :

a. Persyaratan untuk Jabatan Fungsional Keahlian, yaitu :

1) berstatus PNS;

2l memiliki integritas dan moral yang baik;

3) sehat jasmani dan rohani;

4) tingkat pendidikan paling rendah sarjana (s.1) atau

Diploma IV (D.IV) sesuai kualifikasi pendidikan yang

ditentukan;

5) memiliki kompetensi Jabatan yang diperlukan;

6) penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik

dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

7) persyaratan lain,yang dlrertufan'

b. Persyaratan untuk Jabatan Fungsional Keterampilan, yaitu:

1) berstatus PNS;

2l memiliki integritas dan moral yang baik;

3) sehat'jasm.qllidan'lghani;

4l tingkat ,pqnd!dikan,,, paling rendah sekolah Lanjutan

Tingkat atas atau,,.sesudi k-ualifikasi pendidikan yang

ditentuka4; ., 
,,,,t,

5)memiliki:kornpetensi.Jabatanyangdiperlukan;

6\ penilaiari" ;r*t*si'kerja paling kurang bernilai baik

dalam 2{dut) tahun terkahir; dan

7l persyaratan lain yang diperlukan'

(6) Ketentuan mengeqai :perpindahan dan penyesuaian (inpassirugl

dalam Jabatan Fungsional sesuai ketentuan perundang-

undangan.

Pasal 7

(1) Setiap PNS memiliki Jalur Karir.

(2) Jalur Karir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari

a. Jalur Karir Horizontal;

b. Jalur Karir Vertikal; dan

c. Jalur Karit Diagonal.

(3) Jalur Karir Horoizontal sebagimana dimaksud pada ayat {2\ huruf

a, yakni perpindahan d.ari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan
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(4)

lain yang setara dilakukan melalui mutasi, baik di dalam satu

kelompok maupun arrtar kelompok Jabatan Administrasi,

Jabatan Fungsional, atau Jabatan Pimpinan Tinggi, sesuai

dengan persyaratan Jabatan.

Jalur Karir Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,

yakni perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain

yang lebih tinggi dilakukan melalui promosi, sesuai dengan

persyaratan Jabatan.

Jalur Karir Diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

c, yakni perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan

lain yang lebih tinggi tidak berdasarkan garis 1ini, melalui promosi

atau mekanisme pengangkatan dalam Jabatan Fungsional, sesuai

dengan persyaratan Jabatan.

Tata cara dan persyaratan Jalur Karir Horozontal, Jalur Karir

Vertikal, dan Jalur Kartr Diagonal, sesuai ketentuan perundang-

undangan.

_ ,,. , p.,qsal B

Daerah menetapkan irencaRa Pola Karir Instansi.
:. - ..:. . ' '

Penetapan rencana Pola Karir sebagaimana dimaksud pada ayat

b. pendidikan dan-'pelatihanjabatan;

c. usia;

d. masa kerja;

e. pangkatlgolongan ruang;

f. tingkat jabatan;

g. pengalaman jabatan;

h. penilaian prestasi kerja; dan

i. Kompetensi jabatan.

Pola Karir PNS merupakan bagian dari sistem manajemen talenta

dan sistem informasi ASN Daerah berdasarkan penetapan

rencana Pola Karir Instansi yang bersinergi dengan Sistem

Manajemen Talenta Nasional dan Sistem Informasi ASN Nasional.

Pola Karir PNS dilaksanakan melalui:

(s)

(6)

(u

(2)

(7)

(8)
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a. untuk Jabatan Pimpinan Tinggi melaiui mutasi Jabatan

Pimpinan Tinggi Nasional atau seleksi terbuka dan

kompetitif;

b. untuk Jabatan Administrator melalui seleksi, rotasi, mutasi,

dan promosi; dan

c. untuk Jabatan Fungsional melalui pengangkatan pertama,

perpindahan Jabatan, penyesuaian/ inpassing dan promosi.

(9) Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terkait Pola Karir

pNS, dan melaporkan pelaksanaannya setiap tahun kepada

Menteri dengan tembusan kepada Badan Kepegawaian Negara,

Lembaga Administrasi Negara, Komisi Aparatur Negara, dan

Gubernur Kalimantan Tengah sebagai pertimbangan dalam

pemantauan dan evaluasi penerapan manajemen karir PNS di

Instansi Pemerintah Daerah.

(1)

(2)

(1)

(21

Pasal 9
li

i ,..

dimaksud dalam Pasal 4 aYat (1)Dalam hal Pejabat,sebagaimarra

huruf a dan huruf b tidak dapat dilaksanakan, atau tidak

memperoleh hasil pengisian,dalam Jabatan tersebut, maka Bupati
.:

dapat menetapkan,:Pejabat Pemerintahan sebagai Pelaksana

Harian atau Pelaksana Tugas.

Tata cara dan persyaratan untuk Pelaksna Harian atau Pelaksana

tugas seDagalmana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan

perundang-undangan.

Pasal 10

Dikecualikan dari ketentuan tingkat pendidikan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a dan huruf b, bagi

Pejabat Administrator yang telah menduduki jabatan tersebut

sebelum pemberlakuan Peraturan Bupati ini.

Dikecualikan dari ketentuan tingkat pendidikan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d, bagi

Pejabat Pengawas yang telah menduduki jabatan sebelum

pemberlakuan Peraturan Bupati ini.

Dikecualikan dari ketentuan perpindahan dalam jabatan(3)
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bagi PNS yang

mengundurkan diri dari jabatan, diberhentikan dari jabatan

karena tidak cakap jasmani dan rohani, dijatuhi hukuman

disiplin, adanya kebutuhan organisasi, penataan organisasi dan

ketentuan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan.

Pasal 11

Pengangkatart, pemindahan, dan pemberhentian PNS diiakukan oleh

Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di

pada tanggal,

Buntok

. a ita-^-.1(.-4q

_1 t -JL-s Ull ]- Uj--
2421

Diundangkan di Buntok

pada tanggal, ,.,j 1e**=ri:e:: 2021

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2O2T NOMOR T;i


